BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pasar Tradisional merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen
yang sederhana dari pada pasar modern, dimana pasar tradisional cenderung
menjual barang-barang lokal dan jarang ditemui barang impor'. Beberapa
barang yang ada dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar
modern, dan barang tersebut mempunyai kualitas yang sama dengan barang-
barang di pasar modern. Secara kuantitas, pasar tradisional pada umumnya
memiliki persediaan barang dengan jumlah yang sedikit sesuai dengan modal
yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen?.

Masih ada kekurangan dari keberadaan pasar tradisional dibandingkan
pasar modern. Beberapa kondisi tersebut antara lain lokasi yang terkadang
menimbulkan kemacetan, kumuh, kurang tertib, keterbatasan ruang di warung
yang sempit, kurangnya tempat sampabh, terlalu banyak pedagang kaki lima,
pengelolaan yang buruk dan fasilitas penyimpanan dengan infrastruktur pasar
yang kurang memadai. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi
pengunjung di pasar tradisional. Namun di sisi lain, keberadaan pasar
tradisional masih berperan penting dalam perekonomian masyarakat, karena
sebagian besar masyarakat masih menggantungkan diri pada perdagangan

melalui pasar tradisional®.

Budi Prihatminingtyas,2015, Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Menggunakan
Konsep Pasar Modern,In Seminar Nasional UNIBA,Surakarta.

?Ibid.hIm 2.

*Qoriah,C.G,2016,Model Penataan Pasar Tradisional Berdasarkan Karakteristik
Kegiatan, Fasilitas, dan Utilitas, Studi Kasus Pasar Tanjung. Kabupaten Jember.
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Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan
masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.
Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok
yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan
pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan®.
Pemberdayaan Pasar Tradisional dalam mewujudkan visi Kota untuk
meningkatkan  ketertiban dan keindahan pasar sehingga dapat
memaksimalkan daya guna lahan yang lebih efektif. Hal ini merupakan salah
satu program yang hingga saat ini terus digalakkan. Pemberdayaan pasar
tradisional dilakukan dengan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana
fisik, peningkatan kualitas barang dagangan dan pemberdayaan pelaku pasar.
Pemberdayaan pasar dilakukan dengan meningkatkan kualitas pasar
tradisional dan barang yang dijual di pasar tradisional.

Penataan PKL bukanlah pekerjaan yang mudah karena menyangkut
kehidupan orang banyak yang bisa dikatakan cerminan kehidupan sehingga
penanganannya memerlukan kebijakan dan strategi komprehensif dan penuh
dengan kearifan, dari sudut pandang ekonomi keberadaan PKL juga sangat
mendukung iklim kondusif Perekonomian pada suatu daerah, namun jika
berbicara dari sudut pandang sosial, maka bisa dipastikan akan memunculkan
dilematika sebuah kebijakan publik, bahkan mampu mengundang reaksi dari

berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap PKL.

* Sumodiningrat, 1999, Konsef Good Govermance, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
him 13.
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Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat yang menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah orang atau
perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau
perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun
yang tidak, yang menggunakan sebagian atau seluruhnya tempat untuk
kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau
berjualan’.

Sedangkan menurut Ketentuan Pasal 1 Angka (5) Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima yang menyatakan bahwa PKL adalah pelaku usaha yang
melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak
maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas
umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat
sementara tidak menetap®.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang
menjelaskan bahwa Perdagangan oleh PKL merupakan aktivitas ekonomi
sektor informal yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan
ekonomi daerah. Hal ini karena aktivitas ekonomi semacam ini menjadi
tempat dimana masyarakat golongan ekonomi lemah menggantungkan

kehidupannya. Sehubungan dengan itu, sektor ini perlu dikembangkan dan

® Sanidjar Pebrihariati R, Uning Pratimaratri, Resma Bintani Gustaliza & Jonny Wongso,
2017, Sosialisasi Gerakan PKL Hebat dalam Rangka Mendukung Program Penataan Pedagang
Kaki Lima di Kota Padang. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 7(1), 185-191.
6 .
Ibid. him 2.
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diberdayakan agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan guna
memberikan dorongan bagi terpenuhinya hak masyarakat atas kehidupan
yang layak. Dengan demikian, PKL harus diberdayakan melalui berbagai
kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik. Namun demikian,
kegiatan usaha PKL adalah aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai
persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, kebersihan, keindahan, dan
ketertiban kota. Sehubungan dengan itu, keberadaan lokasi PKL dan aktivitas
perdagangannya perlu ditata oleh Pemerintah Daerah.

Penertiban Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Padang merupakan
permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Dalam penerapan di lapangan,
kebijakan serta strategi penertiban Pedagang Kaki Lima masih banyak
permasalahan dan kendala seperti ketidakpatuhan PKL terhadap aturan yang
ada saat ini. Pelaksanaannya juga masih kurang efektif sehingga membuat
hasil dari kebijakan itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan
tidak berdampak positif bagi masyarakat.

Untuk mendukung program Pemerintah Kota Padang dan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat khususnya di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka
Pemerintah Kota Padang melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat atau pasar
tradisional seperti halnya Pasar Lubuk Buaya Kota Padang agar para
pedagang bisa lebih nyaman dalam berdagang, dan konsumen bisa lebih
nyaman dalam berbelanja, serta menjadikan pasar lebih tertata dan terlihat

rapi dan memaksimalkan daya guna lahan yang lebih efektif.
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Tidak jauh berbeda dari pasar-pasar tradisional lainnya, sebelum
adanya penataan dan pengelolaan yang maksimal dari Pemerintah. Pasar
Lubuk Buaya terlihat kumuh, sampah-sampah yang berserakan disekitar kios-
kios pedagang, pedagang yang berjualan masih berserakan, dimana para
pedagang berebut tempat berdagang yang dekat dengan jalan raya agar
dagangan mereka lebih laku laris karena menurut mereka pembeli akan lebih
mudah bertransaksi. Namun efek dari kenakalan pedagang tersebut justru
berefek pada menyempitnya lahan parkir untuk pengunjung pasar sehingga
para pembeli sebagian ada yang memarkir kendaraan mereka dibahu jalan
sehingga menyebabkan kemacetan yang kemudian diperparah dengan
angkutan kota (ANGKOT) yang ngetime disekitar bahu jalan.

Untuk memberikan landasan hukum dalam penataan dan
pemberdayaan PKL, diperlukan adanya peraturan daerah yang di dalamnya
mengatur mengenai berbagai hal yang merupakan pilihan kebijakan publik
dalam rangka menata dan memberdayakan PKL tersebut. Melalui pengaturan
tersebut, diharapkan dapat menciptakan suasana tempat usaha PKL yang
tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal
masyarakat, mewujudkan keterpaduan penataan PKL pasar secara selaras,
serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan, dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

Dalam rangka menciptakan suasana aman dan tertib dalam
masyarakat, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan peraturan daerah sebagai

dasar atau pedoman untuk mengatur kehidupan yang harmonis. Selain itu,
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juga menjadi pedoman untuk mengatasi dan menghukum pelanggaran yang

secara langsung maupun tidak langsung mengganggu ketertiban umum.

Pemerintahan daerah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima, dimana dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun

2014 menyebutkan bahwa Hak Pedagang Kaki Lima, antara lain :

a.

b.

mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;

melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait
dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;

mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan
pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan

mendapatkan  pendampingan  dalam  mendapatkan  pinjaman

permodalan dengan mitra bank.

Dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014

menyebutkan bahwa kewajiban Pedagang Kaki Lima, antara lain :

a.

b.

mematuhi ketentuan perundang-undangan;

mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan
kesehatan lingkungan tempat usaha;

menempatkan dan menata barang dagangan dan ,atau jasa serta
peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;

tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

UNIVERSITAS BUNG HATTA



e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti
rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama
1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh
pemerintah daerah; dan
f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh
pemerintah daerah sesuai Tanda Daftar Usaha (TDU) yang dimiliki
PKL.
Sedangkan Dalam Bab VIII Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3
Tahun 2014 menyebutkan bahwa:
1) PKL dilarang :
a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum
yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada
di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau
ditentukan Walikota;
c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU
tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
e. menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha
tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
f.  mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah

bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan di sekitarnya;
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h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang
ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;

i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang
berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian
sementara, atau trotoar;

j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada
pedagang lainnya.

2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014

Pasal 31 Angka (1) huruf a dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat

atau lokasi PKL.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian
dengan judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR
TRADISIONAL LUBUK BUAYA KOTA PADANG ”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3

Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di

Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang?
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2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota
Padang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki
lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang?

3. Apakah upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang untuk
mengatasi kendala dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di
Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan
Kota Padang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang
kaki lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.

3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota
Padang dalam mengatasi kendala pelaksanaan penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.

D. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara
ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan,

yakni rasional, sistematis dan empiris’.

"Ranah Research, 2020, Metode Penelitian dan Jenis-jenis Penelitian,https://ranah
research.com, diakses pada 16 November 2021, Pukul 17:00.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (Socio
Legal Research) atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada
kenyatannya®, yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder, yaitu :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama. Sumber pertama yang dimaksud disini adalah dengan
melakukan penelitian di Dinas Perdagangan Kota Padang. Dengan
mewawancarai Kepala UPTD Pasar Lubuk Buaya Bapak Angga
Liberdo, S.Sos dan Kepala Tata Usaha UPTD Pasar Lubuk Buaya
Bapak Zeda Yoedo Prayitno.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan hukum
yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada
sehingga dapat di lakukan analisa dan catatan resmi, atau risalah dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan yang merupakan data

¢ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
him 15.

UNIVERSITAS BUNG HATTA



11

yang mencangkup dokumen-dokumen resmi,buku-buku, hasil-hasil
penelitian yang berwujud laporan.

Data sekunder memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum
primer yang akan membantu untuk memahami, menganalisis serta
menjelaskan bagaimana hukum primer, antara lain merupakan hasil-
hasil penelitian terdahulu,karya tulis dari ahli hukum dan teori dari

para sarjana yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari :

1)

2)

3)

Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari Undang-undang,

buku-buku, jurnal, skripsi, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier

Memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa

inggris, kamus hukum dan lain-lainnya.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud
sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar
berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan
foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.Studi dokumentasi
dalam penelitian dalam bentuk file atau foto.
b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh
keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan
Responden. Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan
untuk kepentingan penelitian®. Sebelum peneliti melakukan wawancara,
peneliti mempersiapkan pertanyaan berupa semi terstruktur yaitu daftar
pertanyaan telah disusun secara terstruktur namun kalau ada isu
berkembang dan berguna untuk peneliti terkait dengan masalah yang di
teliti maka peneliti langsung menanyakan kepada Responden yang
bertugas di Dinas Perdagangan Kota Padang yakni Bapak Angga
Liberdo, S.Sos selaku Kepala UPTD Pasar Lubuk Buaya Kota Padang
dan Bapak Zeda Yoedo Prayitno selaku Kepala Tata Usaha UPTD

Pasar Lubuk Buaya Kota Padang.

® Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him 42.
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4. Analisa Data
Salah satu cara menganalisis dalam penelitian ini adalah
menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan
menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
Cara analisis data yang dilakukan penulis adalah kualitatif, merupakan
analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan
gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan

mengutamakan mutu atau kualitas data dan bukan kuantitas™.

19°salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis dan Disertasi, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, him 27.
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